
WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 1403/048.05/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KOTA MAKASSAR

WAI,IKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran

Peraturan Walikota l\{akassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan informasi Fr"lblik dan Dokumentasi di

Lingkungan PJrnerintah Kota Makassar pada BAB II angka 2.2,

**fr dipandang perlu membentuk Tim Felaksana Pejabat

Perrgelola Informasi dan Dokumentasi (PFiD) Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar

tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengeloia

Inlbrmasi dan Dokumentasi Kota fuIakassar'

h4engingat 1. Undang-Undang Nomgr 29 Tahun i959 tentang Pembentukan
Da-eraf, Tingkat It di Sr-rlawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 18221;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomr'lnikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L54,

Tambahan Lei:baran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

sebagaimana telah diubah ctengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2A tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang- Undang Nomr:r 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Eiektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind.onesia i\omor 4843) sehagaimana telah diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang*Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (l,embaran Negara Republik
ind"onesia Tahun 2OO8 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

4" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOB tentang Keterbukaan
Informisi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
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5. undang-undang Nomor 2s rahun 2oog tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

6, undang-undang Nomor 12 Tahun 2a7l tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1l Nomor 82, Tambahan Lembaran N"g"ru.
Republik Indonesia Nomor s234), sebagaimana telah diutah
dengan undang-Undang Nomor 1s rahun zorg tentang
Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Fembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2aw Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6393);

v. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur sipil
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2CI14 Nomor G, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 549fl;

8" undang-undang Nomor 23 Tahun za]4 tentang pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoL4
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah bebeiapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 11 Tahurt 2o2o tentang cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020-Nomor
245, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

9 " undang-undang Nornor 30 Tahun 2oL4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2414 Nornor zg2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor s601) sebagaimana teiah aruuan teiakhir
dengan undang-undang Nomor 1i rahun 2a2o tentang cipta
Ker.ia (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2o2o Nomor
245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

10. Feraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2an tentang
Pelaksanaan unclang-undang Nomor 2s rahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 2ls, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 53S7);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 201s tentang
Pembentukan produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republili
Indonesia Tahun 20ls Nomor 2096), setagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mJmor 120 Tahun 201g
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 201,5 tentang pembentukan produk HukJm Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20rg Nomor LST);

12. Perat,ran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2aLZ tentang
Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kernenterian Daram Negeri dan pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ZO|T Nomor l57);
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13. Peraturan vfenteri Dalam Negeri Nomor 7o rahun 2019 tentang
sistem Informasi pemerintahan Daerah (Berita Negara Republil<
Indone sia Tahun 2AW i\omor ILI$;

14. Peraturan Daerah l(r:ta fi{akassar Nomor B Tahun 2arc tentang
Pernben'rr-rkan dan susunan Ferarigkat Daerah 1(ota N4ak:rssar
{Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2al() Irlomor g);

15" Peraturan walikota il,4akassar Nomor s1 Tahun zo16 tentang
Pedoman Pengeloiaan {nformasi publik dan Dokumentasi di
Lingkr-rngan Pernerjntah Kota Makassar (Berita Daerah Kota
Makassar Tahun 2016 Nomor 51).

IUEMUTUSI(AN:

tulenetapkan

IitrSATU

IiEDUA

iiETIGA

}iEtrN4PAT

I{trPUTUSAN WALIKOTA I\4AKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN
TIh4 PELAKSANA PEJABAT PtrNGtrLOLA INFORMASI DAN
DOKUh,TtrI{TASI KOTA MAKASSA R

Me nrbentuk rim Pelaksana pejabat pengeiola Informasi clarr
Dokumentasi di Lingkungan pemerintah l(ota N4al<assar dengan
susllnan keanggotaan sebagaimana tercantum clalam Lampiran i
yang merupakan bagian ticlak terpisahkan pada Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jar,vab rim pelaksana pejabat pengeloia
i,formasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada oi"ktum
KtrsATU rnemiliki uraian tugas sebagaimana tercantum daleirn
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan parla
Iieputusan ini.

I(etentuan teknis yarig berkaitan clengan pelaksanaan Keputusanini akan diatur iebih lanjut oleh Kepara Dinas j{omunikasi d;rr-rinformatika I(ota Makassar.

Keputusan ini mulai berial<u pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal,

I\4ANTO

l. Itetua DPRD l(ota l\4akr".rr-
?. Inspektur Kota N{al<assar;

.? lt::* Rf::,l."ge1o1a Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar,r' ,\cpara lJlnas Komunikasi dan Informatika Kota N,{akassar;
? [-.put, Bagian Hukum Setda. Kota Makassar;6. Masing-masing yang bersa:rgkutan;
7. Perringgal.

3

(^
A B



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGBLOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

1 Waiikota Makassar Pengarah

2 Wakil Walikota Makassar Wakil Pengarah

3
Sekretaris Daeratr Kota Makassar Pengarah Selaku Atasan

PPID

Kepaia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar PPID Utama/Ketua

5 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar PPID Pembantu

6 KepaJa Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota
Makassar

PPID Pembantu

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

7
Kepala Bidang Pengelolan Informasi Dan Komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Anggota

I
Kepa-la Seksi Komunikasi Sosial pada

Bidang Pengelolan Informasi dan

Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Makassar

9

Kepala Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media pada

Bidang Pengelolan Informasi dan

Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Makassar

Anggota

Anggota10

Kepala Seksi Komunikasi Pembangunan dan Pemerinahan

Daerah pada Bidang Pengelolan Informasi dan

Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Makassar

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFII(ASI INFORMASI

Anggota11
Kepala Bidang Aplikasi Informatikapada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Makassar

12
Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Anggota

BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

13.
Kepala UPTD War Room Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Makassar

Anggota
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i4^
Pranata. I(omputer Ahli Pertar-na tjPTD War l{oom Dinas
l{ o r-nr"nl i lias i d au htfbn-uat i ka l(ota N4 ahas sar

Anggora

BIDANG PEI{DUKUNG SEKRPTARIS PLID

15.
Iiepala Llidang Perserndian pacia l)inas l(omuniliasi dan
h-rlbrnrat i ka I(ota ivlakassar Anggota

AS cr

TK
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MAKASSAR

n4At'lTO
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT' PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGA}I PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan

pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan

pemerintah daerah.

1 Pengarah dan Wakil Pengarah

a. memberikan arahan kepada PPID terkait
pengelolaan layanan informasi dan
dokumentasi;

b. rnemberikan persetujuan kepada PPID

atas informasi dan dokumentasi yang

dapat diakses/ diberikan kepada pemohon
informasi;

c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas
hasil uji konsekuensi informasi yang
dikecualikan; dan

d. memberikan persetujuan atas pertimbangan
PPID terkait dengan setiap kebijakan yarlg
diambil untuk memenuhi hak seLiaP

pernohon informasi.

2 Pengarah Seiaku Atasan PPID

3 PPID Utama a. menyusun dan melaksanakan kcbijakan
informasi dan dokumentasi;

b" menyusun Iaporan pelaksanaan kebdakan
informasi dan dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan
dokumentasi publik;

f. rnelakukan pemutakahiran informasi dan
dokumentasi;
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g. melakukan uji konsekuensi atas informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan;

h. melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi;

i. menyediakan informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat;

j. rnelakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebrjakan informasi dan dokumcntasi yang
dilakukan oleh PPID Pembantu;

k. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat
kerja secara berkala danl atau sesuai
clengan kebutuhan;

1" mengesahkan informasi dan dokumentasi
yang layak untuk dipublikasikan;
rnenugaskan PPID Pembantu dan/ atau
Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan,
mengelola, dan memelihara informasi dan
dokumentasi; dan

m.membentuk tim fasilitasi pcnanganan
sengketa informasi yang ditctapkan dengan
Keputusan Menteri dan Keputusan Kepa-la

Daerah.

4 PPID Pembantu a. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
f . informasi yang wqjib disediakan dan

diumumkan secaraberkala;
2. inforrnasi yang wajib diumumkan secara

serta merta;
3, informasi yang wajib tersedia setiap saat;

dal
4. informasi yang dikecr.ralikan.

b" mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi yang ada di lingkungannya;

c. menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan dan memberi pelayanan
informasi yang ada di iingkungannya kepada
publik;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik
yang ada di lingkungannya;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi yang ada di lingkungannya;
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f. menyediakan informasi dan dokumentasi
yang ada di lngkungannya untuk diakses
oleh Masyarakat;

g. melakukan inventaris informasi yang
dikecualikan untuk disampaikan kepada
PPID Litama; dan

h. rr-rernberikan laporan tentang pengelolaan
iriformasi 1,ang ada di lingkungannya kepada PPID
Utaura secara berkala:

5 Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi

mernbantu menyediakan informasi dan
Dokumentasi yang ada dilingkung:rn
Pemerintah I(ota Makassar untuk diakses
mas1,,3131131 1,'aritu dengein memberikan
pelayarian (sesuai jadwal) atas setiap
permintaan/permohonan informasi publik oleh
masyarakat baik secara larrgsung (melalui
meja/desk layanan informasi publik) maupun
secara tidak langsung (me1a1ui surat, telepon
atau media online )

o Bidang Pengolahan Data Dan
iriasi tiIiasi Iulblruasi

a. membantu mengklasifikasikan informasi ,

meiakukan verifikasi bahan informasi publik
yang ada dilingkungan Pemerintah Kota
Makassar, dan melakuan inrrentarisasi
informasi yang dikecualikan untuk
disampaikan kepada PPID Utama; dan

b. membantu mengkoorinasikan dan
mengkonsolidasikan pen gu mpulan ba-han
informasi dan dokumentasi yang ada di
dilingkr-rngarrnya.

7
Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian

Senslic-ta Inlormasi

membantu peltgeiola terhadap keberatair yang

disampaikan pemohon infolrlasi publik atas layanan

informasi publik di lingkungannya,

tJ Bidang PenclLrl<ung Sekretaris PLID

membantu pengelola adminitrasi, arsipasi dan
fasilitas untuk pelakasanaan tugas Bidang yang
melaksanakan tugas.

WALII(OTA MAKASSAR
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